SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2019

Menimbang :

Mengingat :

TENTANG SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan, perlu didukung dengan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat

dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,

terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan satu data
Indonesia, dan memperoleh data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola
data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui

penyelenggaraan satu data di daerah;

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2019
tentang Satu Data Daerah sudah tidak sesuai dengan
kondisi, kebutuhan, dan perkembangan hukum saat ini,

sehingga perlu diubah;

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2019 tentang

Satu Data Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
I Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3465);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangh
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2019 tentang Satu
Data Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019
Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG SATU DATA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 73

Tahun 2019 Tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kota

Denpasar Tahun 2019 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

o

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Walikota adalah Walikota Denpasar.

Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non- Kementerian, Kesekretariatan Lembaga
Non-Struktural, dan Lembaga Pemerintah lainnya.

Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat dengan
BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang
statistik, yang secara struktural bertanggung jawab
langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan
di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi
vertikal di Daerah.

Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat
BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
yang bertugas di bidang geospasial.

. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data

Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan yang mengacu pada Standar Data,
Metadata, Interoperabilitas Data yang telah ditentukan.

. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi

berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang
mempresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
Data Statistik adalah Data yang berupa angka tentang
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis.

Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau
kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan
yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem
koordinat tertentu.

Data Geospasial yang selanjutnya disingkat dengan DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah
DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai
alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.
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Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat
IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat
secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di
muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang
relatif lama.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat
IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema
tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan,
pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan
IG tertentu.

Standar Data adalah standar yang mendasari Data
tertentu.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan
format yang baku wuntuk menggambarkan Data,
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian,
penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling
berinteraksi.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau
norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang
bersifat unik.

Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek
dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk
digunakan bersama.

Portal Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat
diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan
unsur Perangkat Daerah, BPS, unsur pemerintahan
lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan,
mengkonsolidasikan, menyepakati kesatuan Data, dan
menyelesaikan permasalahan Data, serta penggunaan dan
pemanfaatan Data untuk pembangunan di Daerah.
Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi
kewenangan atau tugas untuk melakukan pembinaan
terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota ini.

Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan
data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta
menyebarluaskan Data.

Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang
mendukung pelaksanaan tugas Walidata.

Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang- undangan.



29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah,
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
menggunakan Data.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :
a. Dewan Pengarah;

b. Pembina Data;

c. Walidata;

d. Walidata Pendukung;dan

e. Produsen Data.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c,
mempunyai tugas :

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh
Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Daerah;

b. menyebarluaskan data dan Metadata kepada Produsen
Data; dan

c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen
Data.

(2) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang
informasi dan komunikasi.

(3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

(4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), merupakan pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi pelaksana di masing-masing Perangkat
Daerah.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Forum Satu Data Daerah terdiri dari :
a. Dewan Pengarah;
b. Pembina Data;
c. Walidata;
d. Walidata Pendukung;dan
e. Produsen Data.
(2) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya
dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk
pihak non-pemerintah.



(3) Forum Satu Data Daerah  berkomunikasi dan
berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan
terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.

(4) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan
koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan
tugasnya.

(5) Koordinator Forum Satu Data Daerah merupakan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

(6) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), berkedudukan di Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam
pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan
kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah
meminta arahan kepada Walikota.

Pasal 1I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Mei 2024
WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTINGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750917 199903 2 008




